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Kata Pengantar
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena hanya dengan berkat dan rahmat Nya semata

sehingga Laporan Final ini dapat diselesaikan,sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pada Pekerjaan

Basic Design Kawasan Perkantoran Legislatif IKN Provinsi Kalimantan Timur, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Laporan Draft Akhir ini kami hasilkan dari serangkaian pelaksanaan kegiatan dan kami sajikan berdasarkan data-data yang telah

kami dapatkan dari hasil survey pada lokasi pekerjaan yang mana merupakan survey awal dari kondisi lokasi yang menjelaskan

letak, situasi dan kondisi tanah dari lokasi pekerjaan tersebut.

Selain itu kami juga melakukan survey terhadap bangunan exisiting dari Kementrian Lembaga, wawancara dengan

narasumber/user, untuk mendapatkan program ruang yang dibutuhkan.

Dalam laporan ini kami selaku konsultan Perencana/Penyedia Jasa melakukan beberapa metodologi dan pendekatan studi dan

standarisasi yang kami jadikan acuan perencanaan Basic Design Kawasan perkantoran Legislatif.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Apabila ada kekurangan dalam penyajian laporan kami

ini, kami mengharapkan masukan yang sangat membantu pada pembuatan laporan kami selanjutnya.

Terima kasih 
Konsultan Perencana (Penyedia Jasa) 

PT AIRMAS ASRI – ARKONIN, KSO
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XI.
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Project 
Scheduling 

System

The Human

Management 
Support

The Technology

Saleh Mubarak, Construction Project Scheduling &

Controlling Edisi ke 4, 2019; Merencanakan,

menjadwalkan, dan mengelola proyek adalah bagian

yang sangat penting dari manajemen proyek.

Tripod dari sistem waktu yang baik, Adalah:

❑ Faktor Manusia: Perencana atau tim perencanaan

yang berkualitas yang memahami konsep, definisi, dan

penerapan perencanaan dan pengendalian proyek.

❑ Teknologi: Sistem komputer (software dan hardware)

yang terencana dengan baik dan dukungan komputer

yang kompeten.

❑ Manajemen: Tim manajemen yang kuat, responsif,

dan suportif yang percaya dalam memanfaatkan waktu

sebagai bagian dari upaya manajemen

Gambar 11.A.1. Tripod of Scheduling System

1. Programming And Scheduling Techniques (Construction Management) by Thomas E. Uher, 2003: Perencanaan disusun

dalam bentuk diagram, grafik, tabel atau histogram, yang menekankan koordinasi dan integrasinya.

Sistem perencanaan hierarkis harus disepakati untuk proyek tertentu sejak awal. Ini dilakukan atas dasar "struktur rincian

kerja" atau WBS, yang akan membantu membagi cakupan keseluruhan proyek menjadi subsistem, elemen, dan

aktivitas yang terkait dengan perencanaan dan konstruksinya.

Biasanya, sebuah proyek secara hierarkis dibagi menjadi lima atau enam tingkat (Level) untuk menunjukkan tingkat detail

yang diperlukan dan untuk memastikan bahwa semua aspek utama proyek telah diidentifikasi.

Gambar 11.A..2. Contoh Work Breakdown Structure (WBS), Saleh 

Mubarak, Chapter 4, 2019

Contoh Perhitungan durasi, Saleh Mubarak, Chapter 4, 2019)

A. Tinjauan Teori Manajemen Waktu Proyek

Major 
Deliverables

Deliverables

Work
Package
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3. Perencanaan Jadwal Proyek

1

3
2

Perencanaan merupakan alat teknik manajemen pada masa persiapan, perorganisasian dan pengendalian suatu proyek. 3 Faktor yang

mempengaruhi kualitas perencanaan yaitu :

Definisi lingkup proyek

Interaksi komponen proyek / Hubungan antar aktifitas

Waktu pelaksanaan dan waktu kritis

Define Activity

Sequence 
Activity

Develop 
Schedule

Project 
Document

Project 
Scope 
Document

Organizational 
Process Assets

Enterprise/ 
Organization

Define 
Scope

Activity List
Activity Atributes
Milestone List

Project Schedule 
network diagram

Gambar 11.A.3. Proses Sequences Activity, PMBOK, 2018.

Sequences 
Activity

Define Scope

Sequences 
Activity

Sequences 
Activity

Define Activity

Define Activity

Define Activity

Pekerjaan Struktur

A. Pekerjaan Balok meliputi dari :

1. Pekerjaan pembesian

2. Pekerjaan bekisting

3. Pekerjaan pengecoran

4. Pekerjaan pembongkaran bekisting pada 

umur beton yang ditentukan

B. Pekerjaan Plat Lantai meliputi dari :

1. Pekerjaan bekisting

2. Pekerjaan pembesian

3. Pekerjaan pengecoran

4. Pekerjaan pembongkaran bekistng

C. Pekerjaan Kolom lantai meliputi dari :

1. Pekerjaan bekisting

2. Pekerjaan pembesian

3. Pekerjaan pengecoran

4. Pekerjaan pembongkaran bekisting

beton pada umur beton yang ditentukan

Gambar 11.A.4. Diagram tahapan aktifitas:.
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1. Tahapan Pembangunan dalam Kawasan Perkantoran Legislatif

DPD MPR
PARIPURNA

SERAMBI 

ASPIRASI / TUGU 

PANCASILA

FASILITAS 

PENUNJANG 

/MASJID

DPR (WW) DPR (EW)

LAINNYA

1
11 1

1

3

22

1
1

1

1

1

2

2

3

TAHAPAN DALAM SITE 

PLAN

No Scale

2
Skema tidak menggambarkan:

1. Elevasi

2. Ketinggian

3. Dimensi

4. Luas

5. Ruang lingkup Aktifitas yang sama

Tahap Pembangunan Gedung Perkantoran & 

Gedung Paripurna

Tahap Pembangunaan Fungsi Penunjang

Tahap Pembangunan & Penyelesaian

Kawasan

1
2
3

Tahapan pembangunan terbagi dalam 3 tahapan

besar yaitu:

B. Analisa Jadwal Konstruksi
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2. Work Breakdown Structure (WBS)

KOMPLEKS PERKANTORAN 

LEGISLATIF

DPD MPR PARIPURNASERAMBI 

ASPIRASI / TUGU 

PANCASILA

FASILITAS 

PENUNJANG 

/MASJID

Ged. C

Ged. A

Ged. B

Ged. 

A

Ged. 

B

Ged. 

C

DPR (WW)

Ged. 

A

Ged. 

B1

Ged. 

C1

DPR (EW)

Ged. 

B2

Ged. 

C2

Ged. 

D

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & 

SYSTEM

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & 

SYSTEM

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E

LEVEL 0

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

INTERIOR & 

Facade

WBS-1

KAWASAN

JALAN

PEDESTRIAN

LANSKAP

WBS-2 WBS-3 WBS-4 WBS-5 WBS-6 WBS-7 WBS-8

WBS tidak menggambarkan:

1. Biaya

2. Luas

3. Waktu

4. Urutan kelompok Aktifitas

Facade
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DPD

Gedung C

Gedung A

Gedung B

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

WBS-2WBS-1

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

WBS tidak menggambarkan: Biaya, Luasan, Waktu, dan Urutan kelompok Aktifitas

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

MPR

Gedung C

Gedung A

Gedung B

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR
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DPR 

(West Wing)

Gedung C

Gedung A

Gedung B

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

WBS-5WBS-4

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

WBS tidak menggambarkan: Biaya, Luasan, Waktu, dan Urutan kelompok Aktifitas

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

Gedung C

Gedung A

Gedung B

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

STRUKTUR

ARSITEKTUR

M/E & SYSTEM

FACADE

INTERIOR

DPR 

(East Wing)
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SERAMBI ASPIRASI / 

TUGU PANCASILA

M/E & 

System
Struktur Arsitektur

LEVEL 2

LEVEL 3

WBS-6WBS-3

WBS tidak menggambarkan: Biaya, Luasan, Waktu, dan Urutan kelompok Aktifitas

GEDUNG 

PARIPURNA

M/E & 

System
Struktur

Arsitektur

LEVEL 2

LEVEL 3

Interior

Facade

WBS-7

FASILITAS

M/E & System

Struktur

Arsitektur

LEVEL 2

LEVEL 4

Interior

Facade

LEVEL 3

Masjid Museum & Library

M/E & System

Struktur

Arsitektur

Interior

Facade

KAWASAN

LanskapJalan Pedestrian / 

Skywalk

LEVEL 2

LEVEL 3

WBS-8

M/E & System

Struktur Hardscape

LEVEL 4

SoftscapeM/E & System

Struktur
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Ilustrasi rencana perhitungan durasi

❑ Perhitungan durasi pekerjaan dalam tahap basic Design ini terbatas pada Level 4 untuk setiap rencana gedungnya. Perhitungan bersifat garis besar (Untuk Master Schedule),

sedangkan detail durasi setiap segueces of work dapat dilakukan pada tahapan DED.

❑ Perhitungan durasi proyek akan mengacu kepada pekerjaan struktur, hal ini dilakukan mengingat pekerjaan struktur secara umum yang paling mempengaruhi durasi penyelesaian

proyek kontruksi bangunan Gedung.

❑ Perhitungan akan menggunakan acuan koefisien kemampuan per volume pekerjaan terhadap luasan lantai setiap Gedung, yang didapat dari SNI no 7394-2008 tentang Tata Cara

Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton.

❑ Durasi pekerjaan struktur setiap Gedung dengan pendekatan rencana maksimal 12 bulan, dengan harapan total keseluruhan pembangunan Kawasan perkantoran Legislatif yaitu

24 (dua puluh empat) bulan.

Tabel 11.B.1. Data Luasan (per Gedung) dalam Kawasan Legislatif (Data Arsitektur Maret 2023)

3. Perhitungan Durasi Pekerjaan
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Pekerjaan Struktur dilaksanaan Start to start untuk setiap Tower (Bersamaan)

Start STRUKTUR

Start STRUKTUR

Start STRUKTUR

a. Gedung DPD Tower C

Tabel 11.B.2. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPD Tower C
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Keterangan:

ES = Early Start

EF = Early Finish

LS = Latest Start

LF = Latest Finish

FF = Free Float

Lag = time gap between activity

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung DPD = 718 hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – G – Q – T  

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur terpanjang yang terbentuk

dari beberapa aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami

keterlambatan (tepat waktu). Jika Aktifitas kritis berubah, maka akan

mengubah durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan perhitungan; Free Float (x) = LF(x) –

EF(x) = 0

Contoh pada Aktifitas Kritis P (Pek Interior):

FF = LF-EF = 712 – 712 = 0

478 718

P 240

478 718

ES EF

LS LF

Act dur

318

350

339

370

358

390

378

410

397

429

418

450

437

469

456

488

653

718

563

628

A

60

B

120

L

19

I

20

E

49

G

23

C

46

H

19

K

20

F

15

J

19

D

49

M

20
N

19

O

19

P

240

Q

220

R

300

S

360

T

240

U

30
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b. Gedung DPD Tower B

NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung DPD TOWER B = 

660 hari ≈ 22 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – N – Q

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa

aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). Jika

Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

Tabel 11.B.3. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPD Tower B
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung DPD 

TOWER A = 720 hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – O – R

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & 

Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) 

merupakan jalur terpanjang yang

terbentuk dari beberapa aktifitas kritis. 

Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). 

Jika Aktifitas kritis berubah, maka

akan mengubah durasi keseluruhan

konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan

dengan perhitungan; Free Float (x) = 

LF(x) – EF(x) = 0

c. Gedung DPD Tower A
Tabel 11.B.4. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPD Tower A
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Sequences Activity (Zona MPR)

Pekerjaan Struktur dilaksanaan Start to start untuk setiap Tower (Bersamaan)

Start STRUKTUR

Start STRUKTUR

Start STRUKTUR

d. Gedung MPR Tower C

Tabel 11.B.5. Tabel Perhitungan Durasi Gedung MPR Tower C
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MA = 654 hari ≈ 22 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – G – M – P   

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur terpanjang yang terbentuk 

dari beberapa aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami 

keterlambatan (tepat waktu). Jika Aktifitas kritis berubah, maka akan 

mengubah durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan perhitungan; Free Float (x) = LF(x) 

– EF(x) = 0
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Keterangan:

ES = Early Start

EF = Early Finish

LS = Latest Start

LF = Latest Finish

FF = Free Float

Lag = time gap between activity

Contoh pada Aktifitas Kritis P (Pek Interior):

FF = LF-EF = 712 – 712 = 0

424 654

P 230

424 654

ES EF

LS LF

Act dur

Activity

Duration

ES EF

LS LF

Activity

Duration

ES EF

LS LF

Lag

e. Gedung MPR Tower C
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER B = 

456 hari ≈ 16 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – I – L

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 2

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa

aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). Jika

Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

f. Gedung MPR Tower B

Tabel 11.B.6. Tabel Perhitungan Durasi Gedung MPR Tower B
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER A = 641 

hari ≈ 22 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – M - P

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt B1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa aktifitas

kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami

keterlambatan (tepat waktu). Jika Aktifitas kritis

berubah, maka akan mengubah durasi keseluruhan

konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan perhitungan; 

Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

Tabel 11.B.7. Tabel Perhitungan Durasi Gedung MPR Tower Ag. Gedung MPR Tower A
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Sequences Activity (Zona DPR – WEST WING)

Pekerjaan Struktur dilaksanaan Start to start untuk setiap Tower (Bersamaan)

Start 

STRUKTUR
Start 

STRUKTUR

Start STRUKTUR

h. Gedung DPR Tower C1 (West wing)

Tabel 11.B.8. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPR Tower C1
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD) 

Tower C1 (WEST WING)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MA = 720 hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F  – Q – T  

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 2

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur terpanjang yang terbentuk dari

beberapa aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami keterlambatan

(tepat waktu). Jika Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah durasi

keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) 

= 0
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Keterangan:

ES = Early Start

EF = Early Finish

LS = Latest Start

LF = Latest Finish

FF = Free Float

Lag = time gap between activity

Contoh pada Aktifitas Kritis U (Pek Interior):

FF = LF-EF = 712 – 712 = 0

480 720

P 240

480 720

ES EF

LS LF

Act dur

Activity

Duration

ES EF

LS LF

Activity

Duration

ES EF

LS LF

Lag
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER B1 = 

679 hari ≈ 23 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – N – Q

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa

aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). Jika

Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

i. Gedung DPR Tower B1 (West wing) Tabel 11.B.9. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPR Tower B1
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER B1 = 

582 hari ≈ 20 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – L – O

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa

aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). Jika

Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

j. Gedung DPR Tower A (West wing)

Tabel 11.B.10. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPR Tower A
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER B1 = 

724 hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – O - R

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 2 – Lt 4

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa

aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). Jika

Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

Tabel 11.B.11. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPR Tower C2k. Gedung DPR Tower C2 (East wing)
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER B2 = 

723 hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – O - R

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt 2 – Lt 4

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa aktifitas

kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami

keterlambatan (tepat waktu). Jika Aktifitas kritis

berubah, maka akan mengubah durasi

keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

Tabel 11.B.12. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPR Tower B2l. Gedung DPR Tower B2 (East wing)
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NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung MPR TOWER D = 717 

hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – Q - T

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt B1 – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan jalur

terpanjang yang terbentuk dari beberapa aktifitas

kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami

keterlambatan (tepat waktu). Jika Aktifitas kritis

berubah, maka akan mengubah durasi keseluruhan

konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan perhitungan; 

Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

Tabel 11.B.13. Tabel Perhitungan Durasi Gedung DPR Tower Dm. Gedung DPR Tower D (East wing)
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Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi Gedung Meseum = 

532 hari ≈ 18 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F  – H - K

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt B1 – roof

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) 

merupakan jalur terpanjang yang

terbentuk dari beberapa aktifitas kritis. 

Setiap aktifitas kritis tidak boleh mengalami

keterlambatan (tepat waktu). Jika Aktifitas

kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) –

EF(x) = 0

NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Tabel 11.B.14. Tabel Perhitungan Durasi Bangunan Museumn. Bangunan Museum
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Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi = 540 hari ≈ 18 

bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – J – M  

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Lt B2 – Lt 2

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) 

merupakan jalur terpanjang yang

terbentuk dari beberapa aktifitas kritis. 

Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). 

Jika Aktifitas kritis berubah, maka akan

mengubah durasi keseluruhan

konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) –

EF(x) = 0

NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Tabel 11.B.15. Tabel Perhitungan Durasi Bangunan Masjid & Fas. Olah Raga
o. Bangunan Masjid & Fas. Olah Raga
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Kesimpulan:

1. Total Durasi Konstruksi = 720 hari ≈ 24 bulan

2. Jalur kritis = A – B – C – D – E – F – J – M  

3. Aktifitas Kritis = 

Pek. Clearing & Grubbing

Pek. Fondasi

Pek. Struktur Lt GF – Lt 3

Pek. Façade 

Pek. Interior 

4. Jalur kritis (CP = Critical Path) merupakan

jalur terpanjang yang terbentuk dari beberapa

aktifitas kritis. Setiap aktifitas kritis tidak boleh

mengalami keterlambatan (tepat waktu). Jika

Aktifitas kritis berubah, maka akan mengubah

durasi keseluruhan konstruksi.

5. Aktifitas kritis dapat ditentukan dengan

perhitungan; Free Float (x) = LF(x) – EF(x) = 0

NETWORK DIAGRAM (CRITICAL PATH METHOD)

Tabel 11.B.16. Tabel Perhitungan Durasi Gedung Paripurnap. Gedung Paripurna
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C. Penetapan Jadwal Konstruksi
1. Rekapitulasi Jadwal Konstruksi Perkantoran Legislatif
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2. Jadwal Konstruksi Zona Perkantoran Dpd
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3. Jadwal Konstruksi Zona Perkantoran Mpr
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4. Jadwal Konstruksi Zona Perkantoran Dpr West Wing
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5. Jadwal Konstruksi Zona Perkantoran Dpr East Wing
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6. Jadwal Konstruksi Zona Penunjang
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7. Jadwal Konstruksi Zona Paripurna & Zona Kawasan
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2 (dua) rekomendasi Metode Konstruksi Struktur sebagai program percepatan waktu pelaksanaan

konstruksi, sebagai berikut:

Gambar 11.A.5. Bekisting pra cetak (Sumber : strong 

Indonesia.com)

❑ METODE PREFABRIKASI

Metode prefabrikasi adalah metode yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Prefabrikasi

dapat dilakukan sebelum pekerjaan selesai, sehingga akan mempersingkat waktu pengerjaan. Contoh pracetak

yang sering dipraktekkan dan berhasil adalah pracetak beton pracetak bekisting, pracetak baja tulangan kolom,

dan pracetak dinding fasad.

Gambar 11.A.6. Dokumentasi PT WIKA Beton

❑ METODE PENGADAAN CONCRETE 
Kendalan lokasi proyek yang jauh dari dau=erah perindustrian akan menjadi

faktor utama keterlambatan waktu pelaksanaan seiring dengan volume

kebutuhan beton yang akan sangat tinggi. Solusi Pengadaan Batching Plant

di kawasan proyek pembangunan merupakan efesiensi waktu pelaksanaan

pekerjaan struktur, Jika konstruksi struktur menggunakan beton konvensional

(cast insitu).

Gambar 11.A.7. Dokumentasi camelway.ic: Mini Batching Plant

1. Metode Konstruksi

D. Metode Konstruksi, Perencanaan Lahan Kerjan, dan Estimasi Jumlah Pekerja
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SO = Site Office
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2. Ilustrasi Rencana Pengaturan Lahan Tahap Konstruksi



BAB XI : JADWAL KONSTRUKSI

BASIC DESIGN TERINTEGRASI RANCANG BANGUN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN KANTOR KOMPLEKS LEGISLATIF 37XI -

a. Acuan Estimasi

TABEL 11.D.3. RENCANA JUMLAH TENAGA KERJA PER HARI PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 GEDUNG DPR TOWER C1

c. Kesimpulan

LUAS LANTAI PEKERJAAN STRUKTUR 5.033,10 m2

RENCANA DURASI 27 hari

JUMLAH PEKERJA (per hari) 92 org (maksimum)

1) Pekerjaan struktur merupakan komponen konstruksi

yang menjadi perhatian utama untuk berhasilnya

rencana durasi proyek secara keseluruhan.

2) Pemenuhan jumlah tenaga kerja dan material serta

peralatannya akan menjadi factor penting realisasi

estimasi durasi yang telah direncanakan.

3) Dasar penetapan jumlah tenaga kerja akan mengacu

kepada SNI 7394:2008 Tentang Analisa Harga satuan

Pekerjaan Beton Bertulang.

4) Analisa estimasi jumlah tenaga kerja akan dihitung dari

pekerjaan struktur yang memiliki durasi terpanjang dari

satu lantai Gedung yang telah dihitung sebelumnya.

Yang akan dihitung estimasi jumlah tenaga kerja yaitu

Gedung DPR Tower C1 khususnya pekerjaan struktur

lantai 3 dengan durasi terpanjang 27 hari

5) Volume pekerjaan struktur akan menggunakan dimensi

struktur asumsi berdasarkan grid arsitektur dan

ketinggian lantai ke lantai.

b. Analisa
TABEL 11.D.1. VOLUME STRUKTUR BETON LANTAI 3 GEDUNG DPR Tower C1 TABEL 11.D.2. ESTIMASI JUMLAH PEKERJA STRUKTUR LT 3 

(BERDASARKAN SNI 7394:2008)

3. Estimasi Jumlah Tenaga Kerja dari Hasil Penetapan Jadwal Konstruksi
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